
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1083, 2020 KEMEN-KP. Pengawas Perikanan. Pelaksanaan 

Tugas. Pencabutan. 

 

 

PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 47/PERMEN-KP/2020 

TENTANG 

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66B ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan, perlu mengatur pelaksanaan tugas 

pengawas perikanan; 

b. bahwa guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas 

pengawas perikanan di lapangan, perlu meninjau 

kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan 

Tugas Pengawas Perikanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 317); 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN. 

 

www.peraturan.go.id



2020, No.1083 
-3- 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang 

mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perikanan. 

2. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan 

untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perikanan. 

3. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut 

SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan 

perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan 

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam 

izin tersebut.  

4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut 

SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal 

perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 

5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya 

disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki 

setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan 

ikan.  

6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung 

lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan 

ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, 

pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan 

ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi 

perikanan. 

7. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas 

daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas 

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 

kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai 

tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau 
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bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang 

perikanan. 

8. Sentra Kegiatan Perikanan adalah tempat 

dilaksanakannya tata niaga perikanan. 

9. Pelabuhan Tangkahan adalah tempat labuh/sandar 

Kapal Perikanan yang dimiliki oleh perorangan atau 

swasta dengan kegiatan melayani semua kebutuhan 

Kapal Perikanan mulai dari kegiatan bongkar muat, 

persiapan melaut, pengisian bahan perbekalan, dan 

menjual hasil tangkapan, ada yang dilengkapi dengan 

fasilitas pokok berupa dermaga dan tempat transaksi 

hasil tangkapan. 

10. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan 

dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi 

praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. 

11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh 

ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 

dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk 

kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, 

mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

12. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau 

perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk 

akhir untuk konsumsi manusia.  

13. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, 

adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas 

penanganan dan/atau pengolahan yang digunakan 

untuk mengolah ikan. 

14. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, 

membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta 

memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, 

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 

memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 

menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan. 
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15. Pembenihan Ikan adalah kegiatan pemeliharaan calon 

induk/induk, pemijahan, penetasan telur, dan/atau 

pemeliharaan larva/benih/bibit. 

16. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau 

campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan 

pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, 

pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan 

ikan alami atau pakan ikan buatan. 

17. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk 

mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi 

proses kimia dalam tubuh ikan. 

18. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai 

ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang 

dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara 

berkelanjutan. 

19. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah 

wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, 

Pembudidayaan Ikan, konservasi, penelitian, dan 

pengembangan perikanan yang meliputi perairan 

pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona 

tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. 

20. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perikanan. 

22. Direktorat Jenderal adalah oleh direktorat jenderal yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang 

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 

23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang 

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 

24. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT 

PSDKP, adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat 

Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Jenderal. 
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